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BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di
Kabupaten Banyuwangi.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangn-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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22.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);

25.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6
Tahun 2020 (Lembar daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP
DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi.

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.

4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasrkan
persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibadi
secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klister jumlah
penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa
tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

.Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa

yang memiliki hasil penilaian Kinerja terbaik.

Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan
indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa,
luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN
adalah rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara
untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

.Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat

BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga
miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 2
Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
Alokasi Afirmasi;
Alokasi Kinerja; dan
Alokasi Formula.

ao o

Pasal 3
(1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima

persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata

kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah
penduduk.

(2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan ketentuan :

a. Rp. 481.573.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu
juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi
desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100
(seratus) jiwa ;

b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan
jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000
(seribu) jiwa ;

c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta
lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa
dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai
dengan 5.000 (lima ribu) jiwa ;

d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa ;

e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus
tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen)
dan diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada
kelompok desa pada desil 8 (delapan), 9 (Sembilan) dan
10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 5

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf c, dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaiamana dimaksud

pada ayat (1) merupakan desa yang dipilih sebanyak 10%
(sepuluh persen) dari jumlah desa nasional yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik.

(3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada

(4)

()

(6)

(7)

ayat (1) berdasarkan penilaian :

a. Kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima
Alokasi Afirmasi ; dan

b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel :

1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%
(dua puluh persen);
2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua
puluh persen);
3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%
(dua puluh lima persen);
4. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot
35% (tigapuluh lima persen).
Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1 dinilai dari
perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total
pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh
persen) dan rasio belanja bidang pembangunan dan
pemberdayaan terhadap bidang APBDes dengan bobot
50% (lima puluh persen).
Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2 dinilai dari persentase
kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan
sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa
dengan bobot 55% (lima puluh lima persen) dan
persentase pengadaan barang jasa dana desa secara
swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3 dinilai dari
persentase realisasi penyerapan dana desa dengan
bobot 50% (lima puluh persen) dan persentase capaian
keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh
persen).
Capaian hasil (outcome) pembangunan desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b
angka 4 dinilai dari perubahan skor IDM dengan bobot
30% (tiga puluh persen), perubahan status desa IDM
dengan bobot 30% (tiga puluh persen), status desa IDM
terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen), dan
perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot
30% (tiga puluh persen).



Pasal 6

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d
dihitung sebesar 31% (tigapuluh satu persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen)

b. Angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh
persen) ;

c. Luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen) ;

d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh
persen).

(2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d menggunakan data yang bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Pasal 7
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:
AF Desa = {0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) +
(0,30 x Z4)} x AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Daerah
Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap
DEsa terhadap total jumlah penduduk
miskin Desa Daerah Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten

z4 = Rasio IKG setiap DEsa terhadap IKG Desa
Daerah Kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 8
(1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap desa
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Data jumlah Desa di Kabupaten Banyuwangi sebanyak
189 (seratus delapan puluh sembilan) Desa.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9
() Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa

setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD

Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa

pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan

ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kelima paling cepat bulan januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kelima paling
cepat bulan januari untuk bulan kesatu, dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan kedua sampai dengan bulan
kelima;

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling
cepat bulan Juni untuk bulan keenam, dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan
untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesepuluh; dan

c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa
setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Juni, dan ;

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas
paling cepat bulan November untuk bulan
kesebelas dan paling cepat akhir bulan November
untuk bulan kedua belas.
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan

dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh
paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan
Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai
dengan bulan ketujuh.

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa
untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan
bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling
cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas,
serta paling cepat akhir bulan November untuk
bulan kedua belas.

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan status Desa hasil penilaian yang
dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10
Dalam rangka penyampaian dokumen Penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Kepala
Desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada
Bupati, dengan ketentuan:
a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes.
b. Tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap I yang telah disalurkan;
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3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan

4. Berita Acara konfirmasi dan  rekonsiliasi
kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015
sampai dengan Tahun Angaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD
Kabupaten dan Pemerintah Desa.

c. Tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen).

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran
Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan
dengan ketentuan :

a. Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5)
huruf a berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa

b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (5) huruf b, berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran paling
sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Desa tahap I yang telah disalurkan,;

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa atau
peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif
sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai 2018
di RKD antara Pemerintah Daerah dalam hal ini
BPKAD dan Pemerintah Desa.
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(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun

(1)

Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
Penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan
dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa
yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran perbulannya.

Pasal 11

Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap [ untuk

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan

kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan:

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga
penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12
(dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah
Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada
Bupati.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b masing-masing
bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.
Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c masing-masing
bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data
realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling

lambat minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa
menyempaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud
kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
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(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa
berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh Kepala Desa memenuhi
ketentuan :

a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)
huruf a dan menyampaikan jumlah data penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan
bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah
Kepala Desa menyampaikan data realisasi keluarga
penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b untuk masing-
masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.

(3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima
manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk desa berstatus
Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan
Desember.

(4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan
kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b angka
4 Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala
desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga
bulan Desember.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13
(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk

pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas
di Desa.
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Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai,
pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor
usaha pertanian, dana pengembangan potensi desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pengembangan Desa digital, Desa
wisata, wusaha budi daya pertanian, peternakan,
perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan
fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan
Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi
dampak pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19).
Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
persetujuan bupati.

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk
kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah terpenubhi.

Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APBDes.

Pasal 14
Pemerintah Desa  wajib menganggarkan dan
melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (4).
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang
paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang
berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. Tidak termasuk penerima bantuan Program
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu
Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program
bantuan sosial Pemerintah lainnya.
Dalam hal keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa
dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
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pupuk.

Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok
pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS) dari Kementrian Sosial.

Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan
kedua belas per keluarga penerima manfaat.
Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan
mulai bulan Januari.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua
sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf
a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa
bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain
Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua
sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf
a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan
penggnannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi
lainnya di Desa.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat

BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa
mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa.

(11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,

(1)

2

penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan  dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
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dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16
Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.
Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas:

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Des

Bupati melakukan Pemantauan dan evaluasi atas sisa

Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, dengan

meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa

Dana Desa di RKD tersebut.

(3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data
dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN)

(4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana
Desa, Bupati dapat meminta aparat pengawas internal
Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 19

(1) Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun
anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahn
desa, berupa :

a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan
ditetapkan sebagai tersangka, atau ;

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau
ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
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(3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka,

Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian
penyaluran Dana Desa kepada Kementrian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementrian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan

(5)

(6)

Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana

Desa, berdasarkan:

a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas
permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan
mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat
dimaksud diterima.

Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa
tahap III atau Dana Desa tahap II untuk desa berstatus Desa
mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana
Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/
lembaga terkait.

Pasal 20

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), tidak dapat disalurkan
Kembali ke RKD.

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) huruf a, berhak
mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran
berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa
Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati
paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan
status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang
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mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b dilaksanakan
setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/
Lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

(6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ata surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun berjalan, Dana
Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang
Dana Desa tersebut telah dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atau  surat rekomendasi dari kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan
disampaikan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan
dengan tembusan Bupati atau kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima
puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II Tahun Anggaran 2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
kebutuhan BLT Desa setiap tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran
setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah desa khusus/insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Desa yang diketahui oleh Camat.

(5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
penyaluran Dana Desa pada aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 22
(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan
sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh
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persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II
Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

(3) Hasil musyawarah desa khusus/insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Desa yang diketahui oleh Camat.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA
penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana
Desa tahap Il pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai:

a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

b. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun
anggaran sebelumnya, tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana
Desa, tercantum pada Lampiran III yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana
Desa Bagi Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18), sebagaimana telah
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 66), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Februari 2021
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 08
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SUB. BIDANG. ....

01

KEGIATAN

B B »

02

dst

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

SUB. BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA




00

PENANGGULANGAN BENCANA

00

Belanja Tak Terduga

01

wv

E=Y

Belanja Tak Terduga

u|ln|lun|n
N

02

01

Belanja Tak Terduga

1. Sterilasasi fasilitasi umum dan sosial
Desa*)

2. Penyediaan Obat-obatan*)

3. Pembuatan Ruang isolasi Diri/Karantina
Mandiri*)

4. Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker,
APD untuk Relawan, dst)*)

5. Pembuatan Antiseptic (hand
sanitizer)/Disinfektan*)

6. dll*)

SUB BIDANG KEADAAN DARURAT

00

KEADAAN MENDESAK

00

Belanja Tak Terduga

00

(%2}

E=Y

Belanja Tak Terduga

vjnnjuniunin
NININININ

00

01

Belanja Tak Terduga

SUB BIDANG MENDESAK

00

KEADAAN MENDESAK

00

Belanja Tak Terduga

00

(%2}

E=Y

Belanja Tak Terduga

vjnnjuniunin
wWlwlwlw|w

00

01

Belanja Tak Terduga

1. Belanja Langsung Tunai (BLT)*)

BLT Bulan Pertama

BLT Bulan ke. ... Dst.

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa

(o2l K2}l Kor R K<)}

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH

(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 08 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Februari 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :
[TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)
IBU HAMIL ANAK 0 - 23 BULAN
Sasaran JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK
GIZI KURANG/ GIZIL
KEK/RESTI TOTAL BURUK/STUNTING
JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23
BULAN

Sasaran HIJAU (NORMAL)

KUNING (RESIKO STUNTING) MERAH (TERINDIKASI STUNTING)

JUMLAH

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

Sasaran Indikator

Jumlah %

1 |PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN

MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI

IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI

MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI
Ibu Hamil

IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK

MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

1 JANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP

DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN

DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN

ANAK USIA 0

Laki Perempuan

sd 23 Bulan (0
sd 2 Tahun)

KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING

RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN

RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK

ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN

ANAK 0-2 BULAN AKTA LAHIR

10 JORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)

Anak >2 sd 6

Tahun 1 JANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

JUMLAH INDIKATOR

No SASARAN

YANG DITERIMA

SEHARUSNYA DITERIMA TINGKAT KONVERGENSI (%)

1 IBU HAMIL

2 ANAK 0-23 BULAN

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

TOTAL ALOKASI

KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING

No BIDANG/KEGIATAN

DANA

ALOKASI DANA % (PERSEN)

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING
KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Selaku Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA Kabupaten ...... (1)

Dengan rincian

TAHAP TANGGAL JUMLAH TERBILANG
DITERIMA (dengan huruf)
(2) (3) (4) (5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening TP PPN (6)
Nama Rekening PPN (7)
Nama Bank PP (8)
....................... ,tanggal ............c.c.c..ll (9)
.............................................. (10)
Materai
Rp 10.000




PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DAN DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa
(2) Diisi tahapan penyaluran
(3) Diisi tanggal dana diterima
4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6) Diisi nomor rekening penerima dana
(7) Diisi nama rekening penerima dana
(8) Diisi nama bank penerima dana
9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11) Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12) Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS




